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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR  7 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah;  

b.  bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran 

pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu mengubah 

nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 

uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Lingkungan 

Hidup;  

c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasai pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada 

pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur 

organisasi ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan 

SALINAN 
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Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);  
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5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  

6.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);  

  
  

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP.  
 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

  

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

                           1.  Daerah adalah Kota Bontang.  

                           2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.  

                           3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom Kota Bontang.  

                           4.  Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi 

lingkungan hidup.  
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                           5.  Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 

hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi negara.  

                           6.  Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.  

                           7.  Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas.  

                           8.  Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai 

dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau 

pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.  

  

BAB II 

KEDUDUKAN  

  

Pasal 2 

                           (1)  Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

                           (2)  Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui 

Sekretaris Daerah.  

  

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI  

  

Pasal 3 

                           (1)  Susunan organisasi Dinas terdiri atas:  

    a.  Kepala Dinas;  
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    b.  Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:  

      1.  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan  

      2.  Subbagian Perencanaan dan Keuangan;  

    c.  Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan 

Keanekaragaman Hayati;  

    d.  Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun;  

    e.  Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan 

Hukum Lingkungan;  

    f.  Bidang Pengelolaan Sampah;  

    g.  UPTD; dan  

    h.  kelompok JF dan pelaksana.  

                           (2)  Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini.  

  

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI  

  

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas  

  

Pasal 4 

                           (1)  Kepala Dinas mempunyai tugas:  

    a.  merumuskan kebijakan di lingkungan Dinas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

agar program berjalan dengan lancar;  
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    b.  menyusun sasaran program di lingkungan Dinas 

berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman 

pelaksanaan program dalam rangka pencapaian 

outcome organisasi;  

    c.  mengendalikan pelaksanaan program sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mencapai sasaran program rencana 

strategis;  

    d.  mengoordinasikan sasaran program berdasarkan 

rencana strategis agar program berjalan lancar;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di lingkungan Dinas sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    f.  mengarahkan jalannya program berdasarkan 

perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi;  

    g.  menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka 

menunjang program organisasi;  

    h.  menyelenggarakan urusan perencanaan 

lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;  

    i.  menyelenggarakan urusan pengendalian 

pencemaran, kerusakan dan pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun;  

    j.  menyelenggarakan urusan peningkatan kapasitas 

dan penegakan hukum lingkungan;  

    k.  menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah;  

    l.  melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas 

berdasarkan rencana strategis sebagai bahan 

laporan kinerja instansi pemerintah;  
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    m.  menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan hasil 

evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas 

kinerja; dan  

    n.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

                           (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan program dan kegiatan Dinas;  

    b.  perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

lingkungan hidup;  

    c.  pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan 

bidang lingkungan hidup;  

    d.  pelaksanaan administrasi Dinas;  

    e.  pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan 

program Dinas;  

    f.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    g.  pengevaluasian dan pelaporan kinerja Dinas; dan  

    h.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Dinas.  

  

Bagian Kedua 

Sekretariat  

  

Pasal 5 

                           (1)  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

                           (2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 



8 

 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan kegiatan Sekretariat;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Sekretariat; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Sekretariat.  

                           (4)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Sekretaris memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun kegiatan Sekretariat berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program Dinas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan kegiatan Sekretariat 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas 

agar kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan 

fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan untuk mencapai target 

kinerja yang ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    g.  menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan 

ketatalaksanaan internal Dinas sesuai dengan 

prosedur dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;  

    h.  menyelenggarakan urusan kepegawaian sesuai 

dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi 

kepegawaian;  

    i.  menyelenggarakan urusan perlengkapan dan 

rumah tangga internal Dinas sesuai dengan 

prosedur dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;  

    j.  menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan 

kehumasan sesuai dengan prosedur dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi;  

    k.  menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai 

dengan prosedur dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan organisasi;  

    l.  menyelenggarakan urusan keuangan dan 

pelaporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung pelaksanaan  kegiatan organisasi;  

    m.  mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program 

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja; 
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    n.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi dalam 

rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    o.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Paragraf 1 

Subbagian Umum dan Kepegawaian  

  

Pasal 6 

                           (1)  Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris.  

                           (2)  Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur 

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

organisasi.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun rencana subkegiatan Subbagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai dengan kegiatan 

Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Subbagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  
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    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terhindar dari kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin 

pegawai;  

    f.  melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas 

sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung 

administrasi persuratan;  

    g.  melaksanakan kearsipan sesuai dengan prosedur 

dalam rangka tertib administrasi;  

    h.  melaksanakan administrasi perjalanan dinas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk kelengkapan administrasi 

perjalanan dinas;  

    i.  mengoordinir penyusunan sistem pengendalian 

internal pemerintah di lingkungan Dinas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan;  

    j.  mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan 

ketatalaksanaan internal Dinas sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    k.  memproses administrasi kepegawaian, 

menghimpun dan memperbarui data dan informasi 

kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan 

prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses 

kepegawaian;  
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    l.  mengelola pengembangan kompetensi pegawai 

secara formal dan nonformal dalam rangka 

peningkatan kompetensi pegawai;  

    m.  mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian 

prestasi kerja pegawai di lingkungan Dinas sesuai 

dengan prosedur untuk mengukur pencapaian 

kinerja pegawai;  

    n.  memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan rapat 

dan pertemuan sesuai dengan prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

    o.  menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai 

dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas;  

    p.  melaksanakan pengadaan barang dan jasa 

kebutuhan perlengkapan Dinas sesuai dengan 

prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

    q.  melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah 

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    r.  mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan 

bakar kendaraan dinas sesuai prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

    s.  mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para 

pengemudi sesuai dengan prosedur untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

    t.  mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan 

Dinas sesuai dengan prosedur untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    u.  mengatur dan mengelola keamanan lingkungan 

Dinas sesuai dengan prosedur untuk menjaga 

keamanan lingkungan Dinas;  
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    v.  menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga 

kantor sesuai kebutuhan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    w.  mengatur urusan kehumasan internal Dinas sesuai 

dengan prosedur dalam rangka memberikan 

informasi terkait program dan kegiatan Dinas;  

    x.  memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan 

lingkup Dinas sesuai dengan prosedur untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;  

    y.  memberikan pelayanan informasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sesuai 

prosedur untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    z.  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

subkegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai 

bahan laporan dan rencana kerja;  

    aa.  menyusun laporan 

pelaksanaan  subkegiatan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi dalam 

rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    bb.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Paragraf 2 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan  

  

Pasal 7 

                           (1)  Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh 

seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris.  
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                           (2)  Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

urusan perencanaan dan keuangan sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun rencana kegiatan Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan 

kegiatan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;  

    b.  membagi tugas kepada bawahan di Subbagian 

Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawab untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas;  

    c.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan di 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

    d.  mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar terhindar dari 

kesalahan;  

    e.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin 

pegawai;  
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    f.  mengelola bahan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas organisasi;  

    g.  menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran 

(RKA) Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;  

    h.  menyusun rencana anggaran kas berdasarkan 

kegiatan dalam rangka tertib penggunaan 

anggaran;  

    i.  menyusun realisasi anggaran kegiatan berdasarkan 

pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagai 

bahan laporan penggunaan anggaran kegiatan di 

lingkungan Dinas;  

    j.  mengoordinir penyusunan rencana umum 

pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 

proses pengadaan barang/jasa di lingkungan 

Dinas;  

    k.  mengoordinir penyusunan cascading sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 

acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja 

Individu (IKI), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana 

aksi di lingkungan Dinas;  

    l.  melaksanakan proses verifikasi 

pertanggungjawaban keuangan sesuai prosedur 

sebagai dasar pembayaran;  

    m.  melaksanakan subkegiatan perbendaharaan sesuai 

dengan prosedur untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas;  
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    n.  melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai 

dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi 

keuangan;  

    o.  mengoordinasikan pelaksanaan belanja kepada 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 

Bendahara dalam rangka pertanggungjawaban 

keuangan;  

    p.  menyusun konsep laporan keuangan semester, 

prognosis, dan akhir tahun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 

pertanggungjawaban keuangan;  

    q.  menyusun konsep laporan pengelolaan keuangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan;  

    r.  menyusun konsep laporan kinerja instansi 

pemerintah Dinas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja;  

    s.  menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai 

dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan;  

    t.  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

subkegiatan Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan target dan realisasi 

kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;  

    u.  menyusun laporan pelaksanaan subkegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja; dan  
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    v.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati  

  

Pasal 8 

                           (1)  Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan 

Keanekaragaman Hayati dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

                           (2)  Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan 

Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas menyelengarakan urusan tata 

lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai upaya memberikan 

perlindungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan 

hidup lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 

dan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan perencanaan lingkungan 

hidup dan keanekaragaman hayati;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 

dan Keanekaragaman Hayati; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan 

Keanekaragaman Hayati.  
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                           (4)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan 

Hidup dan Keanekaragaman Hayati memiliki uraian 

tugas:  

    a.  menyusun kegiatan Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan kegiatan Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas 

agar kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 

dan Keanekaragaman Hayati sesuai dengan tugas 

dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat 

berjalan efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 

dan Keanekaragaman Hayati secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk mencapai target 

kinerja yang ditetapkan;  
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    f.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin 

pegawai;  

    g.  menyelenggarakan penyusunan dan penetapan 

dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;  

    h.  menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi 

pemuatan RPPLH tingkat kota dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD);  

    i.  menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan 

evaluasi pelaksanaan RPPLH tingkat kota;  

    j.  menyelenggarakan urusan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota;   

    k.  menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber 

Daya Alam (NSDA) dan dokumen lingkungan 

hidup;  

    l.  menyelenggarakan koordinasi penyusunan 

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:   

      1.  Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);  

      2.  Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);  

      3.  izin lingkungan;  

      4.  audit lingkungan hidup; dan  

      5.  analisis resiko lingkungan hidup;  

    m.  menyelenggarakan penilaian terhadap dokumen 

lingkungan hidup berupa AMDAL dan UKL/UPL;   
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    n.  menyelenggarakan proses persetujuan izin 

lingkungan;  

    o.  menyelenggarakan perencanaan konservasi 

keanekaragaman hayati;  

    p.  mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH);  

    q.  menyelenggarakan penetapan kebijakan dan 

pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan 

keanekaragaman hayati;  

    r.  menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan 

pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;  

    s.  menyelenggarakan penyelesaian konflik dalam 

pemanfaatan keanekaragaman hayati;  

    t.  menyelenggarakan pengembangan sistem informasi 

dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;  

    u.  menyelenggarakan perlindungan sumber daya 

alam;  

    v.  menyelenggarakan pengawetan sumber daya alam;  

    w.  menyelenggarakan pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam;  

    x.  menyelenggarakan pencadangan sumber daya 

alam;   

    y.  melakukan  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 

dan Keanekaragaman Hayati berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana kerja;  

    z.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Perencanaan Lingkungan Hidup dan 

Keanekaragaman Hayati berdasarkan hasil evaluasi 

dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan 
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    aa.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Bagian Keempat 

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

  

Pasal 9 

                           (1)  Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

                           (2)  Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 

pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup 

dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, 

dan/atau pemulihan kondisi lingkungan dari 

pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan 

fungsi:  

    a.  perencanaan kegiatan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  
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    c.  penyelenggaraan urusan pengendalian 

pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan  Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

                           (4)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun kegiatan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program Dinas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan kegiatan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program Dinas agar 

kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun sesuai dengan tugas dan 

fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah 
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Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk mencapai target 

kinerja yang ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk penegakan disiplin pegawai;  

    g.  menyelenggarakan penanggulangan, pengisolasian, 

dan penghentian pencemaran;   

    h.  menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi 

penghentian sumber pencemaran dan pembersihan 

unsur pencemar;  

    i.  melaksanakan pemulihan pencemaran lingkungan 

hidup;  

    j.  melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen dan 

pengumpulan limbah bahan berbahaya dan 

beracun dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;  

    k.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun 

dengan pemerintah pusat dalam rangka 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau 

penimbunan;  
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    l.  melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan 

pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan 

hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, 

udara dan laut;  

    m.  melaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan 

kewajiban izin lingkungan dan/atau izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    n.  melaksanakan pengembangan kapasitas pejabat 

fungsional pengawas lingkungan hidup;  

    o.  melaksanakan pengawasan usaha dan/atau 

kegiatan izin lingkungan hidup serta izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;  

    p.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan 

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

    q.  melaksanakan pemantauan sumber pencemar 

institusi dan noninstitusi;  

    r.  melaksanakan penanggulangan pencemaran 

meliputi pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian sumber pencemar institusi dan 

noninstitusi;  

    s.  melaksanakan pemulihan pencemaran meliputi 

pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi 

sumber pencemar institusi dan noninstitusi;  

    t.  menentukan baku mutu sumber pencemar;  

    u.  melaksanakan pengembangan sistem informasi 

kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan 

akan pencemaran lingkungan hidup kepada 

masyarakat;  

    v.  menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan noninstitusi;  
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    w.  melaksanakan pembinaan terhadap sumber 

pencemar institusi dan noninstitusi;   

    x.  melaksanakan pembinaan tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar 

institusi dan noninstitusi;  

    y.  melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, 

dan tanah;  

    z.  menentukan baku mutu lingkungan;  

    aa.  menyiapkan sarana prasarana pemantauan 

lingkungan pada laboratorium lingkungan;  

    bb.  melaksanakan penanggulangan kerusakan 

lingkungan hidup;  

    cc.  melaksanakan pengisolasian kerusakan lingkungan 

hidup;  

    dd.  melaksanakan penghentian kerusakan lingkungan 

hidup;  

    ee.  melaksanakan pemulihan kerusakan lingkungan 

hidup;  

    ff.  melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan 

pelaksanaan remediasi, rehabilitasi, dan restorasi;  

    gg.  melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan 

pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;  

    hh.  memberikan informasi peringatan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada 

masyarakat;  

    ii.  melaksanakan pengembangan sistem informasi 

kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan 

akan kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat;  

    jj.  menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;   
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    kk.  melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;  

    ll.  melaksanakan penanggulangan yang meliputi 

pemberian informasi, pengisolasian serta 

penghentian kerusakan lingkungan;  

    mm.  melaksanakan pemulihan yang meliputi 

pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi 

kerusakan lingkungan;  

    nn.  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran, 

Kerusakan dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun berdasarkan kebijakan 

dan sasaran program sebagai bahan laporan 

kegiatan dan rencana kerja;  

    oo.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka 

penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    pp.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Bagian Kelima 

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan  

  

Pasal 10 

                           (1)  Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum 

Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

                           (2)  Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penaatan 

dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan 
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penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bidang Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan 

fungsi:  

    a.  perencanaan kegiatan Bidang Peningkatan 

Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  

    c.  penyelenggaraan urusan penataan dan peningkatan 

kapasitas lingkungan hidup dan penegakan hukum 

lingkungan  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan  Bidang Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan.        

                           (4)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas 

dan Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program Dinas sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan kegiatan Bidang Peningkatan 

Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas 

agar kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Peningkatan Kapasitas dan 
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Penegakan Hukum Lingkungan sesuai dengan tugas 

dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan 

efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan 

Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penegakan 

Hukum Lingkungan secara berkala sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai target kinerja yang 

ditetapkan;  

    f.  membina dan memberikan teguran kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Peningkatan 

Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin 

pegawai;  

    g.  melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat 

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup tingkat kota;  

    h.  melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi 

penerapan sanksi administrasi, penyelesaian 

sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di 

luar pengadilan atau melalui pengadilan;  

    i.  menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan 

masyarakat mengenai perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  
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    j.  melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas 

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    k.  melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas 

pengaduan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

    l.  menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil 

verifikasi pengaduan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

    m.  melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan 

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    n.  melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan 

baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;  

    o.  melaksanakan sosialisasi tata cara perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    p.  melaksanakan pengembangan sistem informasi 

penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha 

atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    q.  menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan 

dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

    r.  melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;   

    s.  melaksanakan pengawasan tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;   
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    t.  melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan  terhadap petugas pengawas 

lingkungan hidup Daerah;  

    u.  membentuk tim koordinasi dan pemantauan 

penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

    v.  melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    w.  melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran 

lingkungan hidup;  

    x.  melaksanakan penanganan barang bukti dan 

penanganan hukum pidana secara terpadu;  

    y.  melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan 

data dan informasi pengakuan keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

    z.  meningkatkan kapasitas MHA dan kearifan lokal, 

pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    aa.  melaksanakan pemberdayaan, kemitraan, 

pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, 

kearifan lokal, pengetahuan tradisonal dan hak 

MHA terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

    bb.  meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber 

daya manusia bidang lingkungan hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan;  

    cc.  melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup;  

    dd.  melaksanakan penilaian kinerja 

masyarakat/lembaga masyarakat/dunia 
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usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    ee.  menyusun kebijakan pengakuan keberadaan dan 

hak MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

    ff.  melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi 

serta penetapan pengakuan keberadaan dan hak 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

    gg.  menetapkan tanah ulayat yang merupakan 

keberadaan dan hak MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    hh.  melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;   

    ii.  membentuk panitia pengakuan MHA;   

    jj.  menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    kk.  menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    ll.  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    mm.  melaksanakan fasilitasi kerja sama dan 

pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  
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    nn.  menyiapkan model peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;   

    oo.  menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan 

kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

    pp.  mengembangkan materi pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan lingkungan hidup;  

    qq.  mengembangkan metode pendidikan, 

pelatihan,  dan penyuluhan lingkungan hidup;  

    rr.  melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan lingkungan hidup;  

    ss.  mengembangkan kelembagaan kelompok 

masyarakat peduli lingkungan hidup;  

    tt.  melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;  

    uu.  menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;  

    vv.  mengembangkan jenis penghargaan lingkungan 

hidup;   

    ww.  menyusun kebijakan tata cara pemberian 

penghargaan lingkungan hidup;  

    xx.  melaksanakan penilaian dan pemberian 

penghargaan lingkungan hidup;  

    yy.  membentuk tim penilai penghargaan lingkungan 

hidup yang kompeten;  

    zz.  mendukung program pemberian penghargaan 

lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;  
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    aaa.  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan 

Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana kerja;  

    bbb.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum 

Lingkungan berdasarkan hasil evaluasi dalam 

rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    ccc.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  

  

Bagian Keenam 

Bidang Pengelolaan Sampah  

  

Pasal 11 

                           (1)  Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas.  

                           (2)  Bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan penanganan dan pengurangan sampah sesuai 

dengan prosedur untuk meningkatkan kebersihan, 

kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan 

serta menjadikan sampah sebagai sumber daya 

potensial.  

                           (3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah 

menyelenggarakan fungsi:  

    a.  perencanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah;  

    b.  pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;  
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    c.  penyelenggaraan urusan pengurangan dan 

penanganan sampah;  

    d.  pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah; dan  

    e.  pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan 

fungsi Bidang Pengelolaan Sampah.  

                           (4)  Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 

memiliki uraian tugas:  

    a.  menyusun kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah 

berdasarkan kebijakan dan sasaran program  Dinas 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

    b.  mengoordinasikan kegiatan Bidang Pengelolaan 

Sampah berdasarkan kebijakan dan sasaran 

program Dinas agar kegiatan berjalan lancar;  

    c.  mendistribusikan tugas kepada bawahan di 

lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sesuai 

dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan 

dapat berjalan efektif dan efisien;  

    d.  memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas;  

    e.  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Bidang Pengelolaan Sampah secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk mencapai target kinerja 

yang ditetapkan;  
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    f.  membina dan memberikan teguran kepada bawahan 

di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk penegakan disiplin 

pegawai;  

    g.  menyelenggarakan penyusunan informasi 

pengelolaan sampah;  

    h.  menetapkan target pengurangan sampah dan 

prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu 

tertentu;  

    i.  merumuskan kebijakan pengurangan sampah;  

    j.  menyelenggaraan pembinaan pembatasan timbunan 

sampah kepada produsen/industri;  

    k.  menyelenggarakan pembinaan pendaurulangan 

sampah;  

    l.  menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah;  

    m.  menyelenggarakan pembinaan pemanfaatan kembali 

sampah dari produksi dan kemasan produk;  

    n.  merumuskan kebijakan penanganan sampah;  

    o.  menyelenggarakan koordinasi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir 

sampah;  

    p.  menyediakan sarana dan prasarana penanganan 

sampah;  

    q.  menyelenggarakan pemungutan retribusi atas jasa 

layanan pengelolaan sampah;  

    r.  menyelenggarakan penetapan lokasi tempat Tempat 

Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan 

Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) sampah;  

    s.  menyelenggarakan pengawasan terhadap TPA 

dengan sistem pembuangan open dumping;  
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    t.  menyusun dan melaksanakan sistem tanggap 

darurat pengelolaan sampah;  

    u.  menyelenggarakan pemberian kompensasi dampak 

negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;  

    v.  menyelenggarakan kerja sama dengan 

kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan 

usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah;  

    w.  menyelenggarakan pengembangan investasi dalam 

usaha pengelolaan sampah;  

    x.  menyelenggarakan penyusunan kebijakan perizinan 

pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan 

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan 

oleh swasta;  

    y.  menyelenggarakan perizinan pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir 

sampah yang diselenggarakan oleh swasta;  

    z.  merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 

badan usaha;  

    aa.  menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 

badan usaha;  

    bb.  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah berdasarkan 

kebijakan dan sasaran program sebagai bahan 

laporan kegiatan dan rencana kerja;  

    cc.  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengelolaan Sampah berdasarkan hasil evaluasi 

dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan  

    dd.  melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.  
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Bagian Ketujuh 

UPTD  

  

Pasal 12 

                           (1)  UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.  

                           (2)  Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

UPTD pada Dinas diatur dengan Peraturan Wali Kota.  

  

Bagian Kedelapan 

Kelompok JF dan Pelaksana  

  

Pasal 13 

                           (1)  Kelompok JF dan pelaksana berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja.   

                           (2)  Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka 

menunjang tugas dan fungsi Dinas berdasarkan keahlian 

dan/atau keterampilan.  

                           (3)  Tugas dan fungsi JF pada setiap jenisnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (4)  Kelompok JF terdiri atas sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

keahlian atau keterampilan tertentu.  

                           (5)  Jumlah JF ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

analisis beban kerja pada Dinas.  

                           (6)  Pembinaan terhadap JF dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

  

Pasal 14 

                           (1)  Jumlah jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan 

kebutuhan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi 

penyelenggara unsur pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  
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                           (2)  Pembinaan terhadap jabatan pelaksana dilakukan oleh 

Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan pelaksana.  

                           (3)  Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan.  

                           (4)  Jenis dan uraian tugas jabatan pelaksana pada setiap 

jenisnya sesuai dengan hasil analisis jabatan.  

                           (5)  Jenis dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusaan 

Wali Kota.  

  

BAB V 

TATA KERJA  

  

Pasal 15 

                           (1)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala 

Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 

Kepala Seksi kelompok JF dan pelaksana wajib 

menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan 

kerja, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 

lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi 

Dinas.  

                           (2)  Kepala Dinas wajib bertanggung jawab:  

    a.  melaksanakan proses bisnis;  

    b.  meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan 

menetapkan standar pelayanan, melaksanakan 

survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan 

publik;  
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    c.  meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah; dan  

    d.  meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.  

                           (3)  Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian 

bertanggung jawab:  

    a.  mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila 

terjadi penyimpangan harus mengambil langkah 

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

    b.  memimpin dan mengoordinasikan bawahannya 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan  

    c.  mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan secara berkala 

tepat pada waktunya.  

                           (4)  Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris, Kepala 

Bidang, Kepala Subbagian dari bawahannya diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 

lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada 

bawahannya.  

                           (5)  Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian 

menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan 

laporan disampaikan kepada unit kerja terkait.  

                           (6)  Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bidang, 

dan Kepala Subbagian dibantu oleh pejabat dan pegawai 

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 

kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan 

rapat berkala.  

  

Pasal 16 

                           (1)  Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan 

secara individu atau tim kerja untuk membantu 

pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 

Bidang atau Kepala Subbagian.  
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                           (2)  Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela 

kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau 

Kepala Subbagian.  

                           (3)  Penugasan dapat dilakukan dalam 

Sekretariat/Bidang/Subbagian atau antar 

Bidang/Subbagian.  

                           (4)  Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

terdiri dari satu jenis atau lebih JF dan pelaksana.  

                           (5)  Di dalam tim kerja dapat ditunjuk seorang Ketua Tim.  

                           (6)  Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan 

kepada Pejabat Penilai Kinerja.  

  

BAB VI 

KEPEGAWAIAN  

  

Pasal 17 

                           (1)  Pengisian Jabatan Struktural pada Dinas dilakukan oleh 

Wali Kota.  

                           (2)  Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

                           (3)  JF diangkat dan diberhentikan dalam JF berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

                           (4)  Penempatan pegawai harus memenuhi standar 

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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BAB VII 

JABATAN  

  

Pasal 18 

                           (1)  Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IIb 

atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.  

                           (2)  Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa 

atau Jabatan Administrator.  

                           (3)  Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb 

atau Jabatan Administrator.  

                           (4)  Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural eselon 

IVa atau Jabatan Pengawas.  

                           (5)  Jenis dan jenjang JF ditentukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

  

BAB VIII 

PEMBIAYAAN  

  

Pasal 19 

  Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 

Daerah.  

  

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN  

  

Pasal 20 

  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat 

Pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan 

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan 

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dari pelimpahan 

sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan 

tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sampai dengan 31 Desember 2022.  
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP  

  

Pasal 21 

  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 

Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Bontang 

Tahun 2019 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

  

Pasal 22 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.  
 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  18 April 2022 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
                ttd   

  
  

           BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 18 April 2022  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                            ttd       

   
  

          AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 7  
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

  
  

  
  

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 
NIP. 197404112000031001 

 

UPTD 

WALI KOTA BONTANG, 
 

ttd 

 
 

BASRI RASE 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA BONTANG 

NOMOR 7 TAHUN 2022  
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